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BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR: 2( TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN

NAGAN RAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Juncto Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor S Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan
berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka
diperlukan dokumen perencanaan pembangunan
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang .............



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah .............




12.

13.

14.

13.

16.

17

18.

19.

20

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042),

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2014-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri .............



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033);

23. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nagan Raya Tahun 2015-2035 Kabupaten Nagan
Raya;

24. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten
Nagan Raya Tahun Anggaran 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Kabuapaten Nagan Raya Nomor
3);

25. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 75
Tehun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan
Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTAN G RENCANA

KERJA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah.............



2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan
unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati
dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya
disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Nagan Raya.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat
dengan RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2019
merupakan penjabaran dari visi, misi, serta program kepala daerah terpilih
agar menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi
Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2019

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi :

a. Dokumen Perencana Tahunan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2019;

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun
Rancangan APBK Tahun 2019;

c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun
Kebijakan Umum APBK Tahun Tahun 2019; dan

d. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam
menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(Renja SKPK) Tahun 2019.

Pasal 4
(1) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) melaksanakan program

dalam kegiatan pembangunan Tahun 2019 yang dituangkan dalam
Rencana Kerja Satuan Kerja SKPK Tahun 2019.



(2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dapat melakukan konsultasi
dan koordinasi dengan Kepala BAPPEDA dalam menyusun
Perencanaan Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dalam
menetapkan program prioritas pembangunan Tahun 2019.

Pasal 5

BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya
sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nagan Raya ini merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Rava.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal . 1Z Juni 2018 M
2] Ramadhan 1439 H

A BUPATI NAG RAYA,

Qs ~
M. JAMINNDHAM
Ditetapkan di - Suka Makmue

pada tanggal : 13 Juni 2018 M
2 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

/JOHARI

&
BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 7'*



